
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEI(ASAN
NOMOR,26 TAHUN 2OI3

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAIT
I{OMOR 40 TAHUN 2OO8 TET{TANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2Ol3
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penjabaran T\rgas dan Fungsi Dinas Pendidikan;

1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor O9);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286ll'

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor a2551:'

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4\ ;
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor L26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLt
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5%al;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4018], sr:bagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a193);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OA7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AOT Nornor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47all;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OL1;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
ZOLL tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2AOT tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri l{omor 56 Tahun
20to;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasa.n Nomor 11

Tahun 2OO8 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan Tahun
2008 Nomor 4 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L4

Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2OO8 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor L3 Tahun 2O13 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);



17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OO8
tentang Penjabaran Thgas dan Fungsi Dinas
Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAT{ BUPATI TEIYTAIIG PERUBAIIAN ATAS
PERATURAI{ BUPATI PAIUEI{ASAIT ITOMOR 4(} TATIUN
2OO8 TENTANG PEITJABARAIT TUGAII DAN I'UITGSI
DINAS PEITDIDIKAII.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan
Nomor 4O Tahun 2OOB tentang Penjabaran T\rgas dan
Fungsi Dinas Pendidikan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Baglan Ketlga
Btdang Pendidtkaa Sekolah Dasar

Pasal 9

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan data dan bahan
perumusan kebijakan pemberian bimbingan teknis
pelaksanaan pembelqiaran, pengembangan
kelembagaan dan pembinaan kesiswaan bidang
Pendidikan Sekolah Dasar.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan data pembinaan Pendidikan Sekolah

Dasar;
b. penyiapan bahan perumusarl kebijakan

pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar :

c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan
pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar;

d. pengembangan kelembagaan serta perencanaan
pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan
Sekolah Dasar;

e. pembinaan kesiswaan pada Pendidikan Sekolah
Dasar;

f. pen5rusunan laporan perla.nggungiawaban
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.



Paragraf I
SeLst PembelaJaran Sekolah Dasar

Pasal 1 1

Seksi Pembelajaran Sekolah Dasar mempunyai
tugas:
a. menyiapkan data pembelajaran pendidikan

Sekolah Dasar;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

pembelajaran pendidikan Sekolah Dasar;
c. menyiapkan bahan perumusan standar,

kriteria, pedoman dan prosedur pembelajaran
pendidikan Sekolah Dasar;

d. menJrusun rencana dan program kerja
pendidikan Sekolah Dasar;

e. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan
kurikulum pendidikan Sekolah Dasar;

f. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan
evaluasi pelaksanaan pembetrajararl Sekolah
Dasar;

g. menyusun laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pendikan Sekolah Dasar
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar

Pasal 12

Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar mempunyai
tugas:
a. menyiapkan data kelembagaan Sekolah Dasar;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

pengadaan sarana dan prasarana Sekolah
Dasar;

c. menyiapkan bahan perumusan standar,
kriteria, pedoman dan prosedur kelembagaan
serta pengadaan sarana dan prasarana Sekolah
Dasar;

d. menJrusun rencana dan program kerja
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan
serta pengadaan sarana dan prasarana Sekolah
Dasar;

e. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan
evaluasi kelembagaan serta pengadaan sarana
dan prasarana Sekolah Dasar;

f. men)rusun laporan pert.anggungiawaban
pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai
dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 3
Sekst Kesiswaan Sekolah Dasar

Pasal 13

Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

a. menyiapkan data kesiswaan Sekolah Dasar;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan

kesiswaan Sekolah Dasar;
c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria,

pedoman dan prosedur kegiatan kesiswaan pada
Sekolah Dasar;

d. menyusun rencana dan program
kesiswaan pada Sekolah Dasar;

e. memberikan bimbingan teknis
kesiswaan pada Sekolah Dasar;

f. men)rusun laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan
bidang tugasnya.

2. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Baglan Kelima
Bidang Peagawasan, Pendldlkan Annk Usia Dlnl

dan Pendidtkan Luar Sekolah

Pasal 19

Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan data dan bahan
perumusan kebijakan serta pembinaan teknis
pengawasan manajemen pendidikan formal dan
informal.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Bidang Pengawasan, Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan data pengawasan pembelajaran,
kesiswaan serta pengembangan sarana pada
pendidikan formal, non formal, dan informal;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan
pengawasan pembelajaran, kesiswaan serta
pengembangan sarana pada pendidikan formal,
non formal dan informal;

c. penyiapan perumusan steindar, kriteria,
pedoman dan prosedur pengawasan
pembelajaran, kesiswaan serta pengembangan
sarana pada pendidikan formal., non formal dan
informal;

d. penyiapan informasi untuk program tindak
lanjut bagi pengembangan pembelqiaratt,
kegiatan kesiswaan, serta pengembangan
sarana pada pendidikan formal, non formal dan
informal;

kerja pembinaan

dan pembinaan



e. pen5rusunan laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengawasan dan Peniltk

Pasal 21

Seksi Pengawasan dan Penilik mempunyai tugas :

a, mempersiapkan data pengawasan pendidikan
formal, non formal dan informal;

b. mempersiapkan bahan peruniusan kebijakan
pengawasan pendidikan formal;

c. mempersiapkan bahan perumusan standar,
kriteria, pedoman dan prosedur pengawasan
pendidikan formal;

d. menyusun rencana dan program kerja
pengawasan pendidikan formal;

e. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan
evaluasi pengawasan pendidikan formal;

f. menJrusun laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah sesuai
dengan bidang tugasnYa.

Paragraf 2
Seksi Pendtdikan Luar Sekolah

Pasal 22

Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas :

a. mempersiapkan data pendidikan non formal
dan informal;

b. mempersiapkan bahan perurlusan kebijakan
pendidikan non formal dan info:rmal;

c. mempersiapkan bahan peruffrusan standar,
kriteria, pedoman dan prosedur pendidikan non
formal dan informal;

d. men5rusun rencana dan program kerja
pendidikan non formal dan informal;

e. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan
evaluasi pendidikan non formal dan informal;

f. men5rusun laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pendidikan Lua.r sekolah sesuai
dengan bidang tugasnYa.
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Paragraf 3
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 23

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi
Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),
Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak
(TPA) mempunyai tugas :

a. mempersiapkan data pendidikan Anak Usia
Dini;

b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan
pendidikan Anak Usia Dini;

c. mempersiapkan bahan perumusan standar,
kriteria, pedoman dan prosedur pendidikan
Anak Usia Dini;

d. men5rusun rencana dan program
pendidikan Anak Usia Dini;

kerja

e. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan
evaluasi pendidikan Anak Usia Dini;

f. men1rusun laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pengawasan dan Pendidikan
Anak Usia Dini sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Olrtobor 2A13

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal E gltolcr 2@13

SEKR TARIS DAERAH
,*"u*qrjmEr(AsAN,

A
a r, dr

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI3 NOMOR 25


